











c. PT. Telkom tidak melaksanakan kewajiban membayar hak pensiun berupa manfaat
pensiun dengan asas uniformula kepada pelapor sesuai ketentuan PKB IV sebesar 1,7 X
THT. Walaupun Pelapor belum sepakat terhadap besaran hak sebagaimana diatur dalam
PKB IV dimaksud, namun PT. Telkom seharusnya berkewajiban melakukan pembayaran
sisa hak Pelapor, karena payung hukumnya sudah jelas.

BENTUK MALADMINISTRSI

Berdasarkan pendapat Ombudsman di atas, disimpulkan bahwa PT. Telkom telah melakukan
Maladministrasi, yaitu:

1. Kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum berupa ketidaktegasan dalam menyikapi
proses pembahasan asas uniformula, sehingga terjadi kevakuman hukum dan
ketidakpastian hak Pelapor ketika memasuki masa pensiun dan berakibat hak Pelapor
untuk mendapatkan bantuan manfaat pensiun dengan asas uniformula menjadi
tertunda atau tidak tepat waktu;

2. Undue Delay, berupa keterlambatan dan penundaan berlarut dalam melakukan
pembayaran atas sisa bantuan manfaat pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada
Pelapor seketika setelah ditetapkan PKB IV pada tanggal 24 Agustus 2010.

REKOMENDASI

Sesuai dengan kewenangan Ombudsman RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 8 huruf f dan Pasal
38, dan merujuk pada beberapa bentuk Maladministrasi yang dilakukan oleh pihak PT.
Telkom tersebut di atas, maka Ombudsman Republik Indonesia memberikan Rekomendasi,
sebagai berikut :

1. Kepada Menteri Negara BUMN, agar :

Memberikan peringatan tertulis kepada Direksi PT Telkom atas kelalaiannya tidak
membuat payung hukum (aturan) yang tegas untuk memberikan kepastian hak bagi
karyawan ketika memasuki masa pensiun, dan meminta perhatian kepada Direksi PT.
Telkom untuk tidak mengulangi terjadinya kevakuman hukum yang menimbulkan
ketidakpastian hak seperti yang dialami oleh karyawan (Pelapor) yang memasuki masa
pensiun periode 1 Februari 2009;

2. Kepada Direksi PT Telkom, agar :

Segera membayarkan sisa hak para Pelapor berupa bantuan manfaat pensiun dengan
asas uniformula sebagaimana diatur dalam PKB 1V, yaitu sebesar (1,7 X THT) dikurangi
(1,41 X THT) atau sebesar 0,29 x THT tanpa ada persyaratan apapun dalam waktu
paling lambat 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi ini;
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VII. PENUTUP

Sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia, juncto Pasal 36 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun
2009 Tentang Pelayanan Publik, Menteri Negara BUMN dan Direksi PT. Telkom wajib
melaksanakan Rekomendasi ini, dan selanjutnya melaporkan kepada Ombudsman Republik
Indonesia tentang pelaksanaan Rekomendasi dimaksud dalam waktu paling lambat 60
(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi ini.

Tembusan Rekomendasi ini disampaikan kepada Menteri BUMN dan pihak Pengurus FKPT
(Pelapor).

Demikian, Rekomendasi ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
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